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BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dibahas, maka kesimpulan dari hasil
penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Hasil analisis secara deskriptif menunjukkan bahwa:

a. Pengelolaan BMD di Pemerintah Kota Kupang adalah baik. Dari hasil ini,
maka hipotesis pertama ditolak.

b. Kompetensi SDM di Pemerintah Kota Kupang adalah cukup baik. Dari hasil
ini, maka hipotesis pertama diterima.

c. Kepatuhan pada Regulasi di Pemerintah Kota Kupang adalah cukup baik.
Dari hasil ini, maka hipotesis pertama diterima.

d. Pemanfaatan Teknologi Informasi di Pemerintah Kota Kupang adalah cukup
baik.

e. Komitmen Pimpinan di Pemerintah Kota Kupang adalah cukup baik. Dari
hasil ini, maka hipotesis pertama diterima.

2. Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa:

a. Kompetensi SDM berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan
BMD Pemerintah Kota Kupang. Dengan demikian, jika Kompetensi SDM
pada Pemerintah Kota Kupang semakin baik, maka Pengelolaan BMD juga
akan semakin baik. Dari hasil ini, maka hipotesis kedua, diterima.

b. Kepatuhan pada Regulasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap

Pengelolaan BMD Pemerintah Kota Kupang. Dengan demikian, jika
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Kepatuhan Regulasi pada Pemerintah Kota Kupang semakin baik, maka
Pengelolaan BMD juga akan semakin baik. Dari hasil ini, maka hipotesis
ketiga, diterima.

c. Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif dan signifikan
terhadap Pengelolaan BMD Pemerintah Kota Kupang. Dengan demikian, jika
Pemanfaatan Teknologi Informasi pada Pemerintah Kota Kupang semakin
baik, maka Pengelolaan BMD juga akan semakin baik. Dari hasil ini, maka
hipotesis keempat, diterima.

d. Komitmen Pimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengelolaan
BMD Pemerintah Kota Kupang. Dengan demikian, jika Komitmen Pimpinan
pada Pemerintah Kota Kupang semakin baik, maka Pengelolaan BMD juga
akan semakin baik. Dari hasil ini, maka hipotesis kelima, diterima

3. Nilai koefesien determinasi (R?) menunjukkan bahwa kontribusi variabel

Kompetensi SDM, Kepatuhan pada Regulasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi

dan Komitmen Pimpinan terhadap Variabel Pengelolaan BMD dalam penelitian

ini adalah sebesar 90% dan sisanya sebesar 10% merupakan faktor lain yang

tidak dilibatkan dalam penelitian ini.

5.2 Saran
Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian ini, maka dapat disarankan kepada
Pemerintah Kota Kupang beberapa hal sebagai berikut:
1. Meningkatkan kompetensi SDM, dengan cara melaksanakan/menyelenggarakan
pendidikan dan pelatihan (diklat), atau bimbingan teknis (bimtek) tentang

pengelolaan BMD setiap awal tahun anggaran, dan memberikan kesempatan
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kepada pengelola BMD untuk mengikuti diklat atau bimtek tersebut.
Meningkatkan kepatuhan pada regulasi, dengan cara menyusun peraturan dan
pedoman teknis tentang pengelolaan BMD serta menginstruksikan kepada
Pengelola BMD untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab dengan
sebaik-baiknya sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi, dengan cara menyediakan
software aplikasi pengelolaan BMD di tingkat OPD, agar terwujud optimalisasi
dan efisiensi pengelolaan BMD.

Meningkatkan komitmen pimpinan, dengan cara menginstruksikan kepada
Pimpinan Perangkat Daerah untuk menetapkan standar kinerja dan melakukan

penandatanganan perjanjian kinerja setiap awal tahun.
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